BUPATI REMBANG

—_—_—

PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 3% TAHUN 2011
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor : 10
Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu
menyusun Penjabaran  Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Andgaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2010;

b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran  Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2010.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);



14.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4574);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

!

16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138: Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang. Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);"

19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4593);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

22.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pokok -~ Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
( Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46
Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 61);

23.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 91);

24.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2009
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2009 Nomor 5)



25.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 8);

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2010 terdiri atas :
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 65.699.258.994 62
b. Pendapatan Transfer Rp. 590.740.740.551,00
c. Lain - Lain Pendapatan yang sah Rp. 24.960.890.917.00

Jumlah Pendapatan Rp. 681.400.890.462,62

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1). Belanja Pegawai Rp. 401.032.233.809,00
2). Belanja Bunga Rp. 41.390.069,00
3). Belanja Subsidi Rp. 0,00
4). Belanja Hibah Rp. 15.387.143.300,00
5). Belanja Bantuan Sosial Rp. 33.854.673.931,00
6). Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00
7). Belanja Bantuan Keuangan Rp. 24.809.308.500,00
8). Belanja Tak Terduga Rp. 492.822.500,00
Jumlah Rp. 475.617.572.109,00
b. Belanja Langsung
1). Belanja Pegawai Rp. 36.751.327.617,00
2). Belanja Barang dan jasa Rp. 77.914.300.732,00
3). Belanja Modal Rp. 92.130.262.100,00
Jumlah Rp. 206.795.890.449,00

Jumlah Belanja Rp.___682.413.462,558,00

Surplus(Defisit) (Rp. 1.012.572.095,38)
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3. Pembiayaan ;
a. Penerimaan Rp. 33.306.107.523,07

b. Pengeluaran Rp. 4.175.435.482.00
Jumlah Pebiayaan Netto Rp. 29.130.672.041,07

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan Rp. 28.118.099.945,69

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 3

!

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Rembang

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal ©4 Agust 2011

Diundangkan di Rembang
pada tanggal ©4 Aguxt goi




